AT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4! TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan sebagai penjabaran dari  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah
ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021;

bahwa sehubungan dengan dinamika sosial ekonomi dan
perubahan beberapa kebijakan pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat, maka Peraturan Gubernur Nomor 96
Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 96 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk :
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421}
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang S
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan”.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm-

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara S

Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 temang Rencm& e
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun. . . -
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia” Tahun. - -
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubhk B R

Indonesia Nomor 4438); _ o
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanfr:_

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonemar TR FEY
Tahun 2014 Nomor 244, Tambashan Lembaran ‘Negara ™~ R
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagmmana telah diubah -
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor =

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara' RIS R
Republik Indonesia Tahun 2020 Notior 245, Tambahan-_'_ﬁi TSRS

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 -Tahun - 2019 tentang.:};:- 5
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negma Republik- 0
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, T ambahan Lembarmz-- PR

Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 temang Re f mssmg: S

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Bar ang dan

Jasa Dalam Rangka Pezcepatam Penangman Corona Vlmsf ] S e

Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201’7}-'..,_'._3' dos
tentang Tata Cara Perencanaan, Peﬂgendahaﬁ darz Evaluasi: oo
Pembangunan Daerah, Tata Cara. Evaluasi Rancangan . =

Peraturan Daerah Tentang Rencana- Pembangunan Jangka .
Panjang Daerah Dan Rencana - Pembangunan Jangka =~ . . = =
Menengah Daerah, Serta Tata Cara. Perubahan Rencana:.; L
Pembangunan = Jangka  Panjang = Daerah, = Rencana . . "
Pembangunan Jangka Menhengah Daerah, - Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita’ Negara Repubhk Indorles1a ST

Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoz 90 Tahun 2019' _:: |
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, ~dan-. Nomenkiatur:, N e
Perencanacin Pembangunan dan Ketiangan Daerah: (Berﬂai’. e

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor’ 144’7}

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ta‘i.a Cara S0 R R
Penyusunan Rencana Pembangunan ~ Daerah  ‘dan = o
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan. Pembangunan‘-ff:_ BT
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah P‘mvmm

Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9); -

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana'_-f._f. : _.
Pembangunan Jangka Panjang _Daez_ah (RPJPD) Provinsi . Sl
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025  (Lembaran Daerah = 1 .

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8) e

; KARD PERANGHAT DASRAE |, ovonme ¢ mEBA
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15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 'i:entang- .
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi -~
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =~
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Notnor 6) sebagalmana telah .
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah -
Nomor 5 Tahun 2021 tentang ‘Perubahan Kedua Atas o
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun @ 2016  tentang = =~
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi- o
Kalimantan Barat (Lembaran Daeérah’ Provmm Kaiimantan S
Barat Tahun 2021 Nomor 5); ' L

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahiun 2019 tenta_ng Rencana";-'
Pembangunan -~ Jangka Menengah - Daerah - Provinsi = .
Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembararz Daerah-’-gf S LR
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019  Nomor = 2) |
sebagaimana telah diubah dengan Peratura;n Daerah I\;‘omor.;'ff e

Nomor 2 "I‘ahun 2019 tentang . Rencana Pembangunan_}l_f e
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat - =~
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 1embaran Daerah Provms1 Sl
Kalimantan Barat Nomor 1; - S S

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG - PERUBAHAN :'A’I‘AS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2023_ TENTANG S
RENCANA  KERJA  PEMERINTAH - DAERAH PR__O_V_INSI_ :
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021, TR e

pasal i L . =

Ketentuan dalam Peraturan Guberriur Nomor 96 Tahun 2020 t&ntang Rencan_a erja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 (Berita: Daerah Pr vins
Kalirhantan Barat Tahun 2020 Nomor 31) diubah. sebagai berlkut A
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehmgga berbunyi sebagai- berlkut

Pasal 4

ayat (1) REKPD sebagaimana dzmaksuci dalam . pasal 2 memuat program_
prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2021 dan 1nen3ad1 acuan{” e
dalam penyusunan RKA masing- masmg Perangkat Daerah dz_f' e
Lingkungan Pemerintah Daerah. - St e
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakuk:an pembahan- i
yang menjadi landasan penyusunan - Perubahan "-"Anggal s:m"*‘
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, &
(3) Uraian secara rinci perubahan RKPD. sebagaimana dimaksud pada}__ :
ayat (2) tercantum dalam Lampiran. yang mempai«:an baglan tldak_j{;,_-
terpisahkan dari Peraturan Gubemnr ini. S




Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturarn
Gubernur ind dengan penempatannva dalam Berita Daerah Froving Kalimantan
Baral. =

Ditetapkan di Pontianak ;
pada tanggal %t ddub-tve 2021 -

LGUBERNUR KALIMANTAN mm*’z‘ﬁ{{{

-

AT TARMIDI

Diundangkan di Pontianalk /
pada tanggal 2t AGwtwd. 2021

Pih. SEERETARIE DAERAH

REOVINST KALIMANTAN BARAT,

i, !["
Sl
SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINST KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ]




